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ABSTRAK 
 
IMAN ARNAN (B11109320), Peranan Komite Anti Dumping Indonesia 
Dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor. Di 
bawah bimbingan Juajir Sumardi selaku pembimbing I dan Laode 
Abdul Gani selaku pembimbing II 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui instrumen hukum 
yang digunakan terhadap penanggulangan praktik dumping di Indonesia. 
(2) Untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas Komite Anti Dumping 
Indonesia terhadap pencegahan praktik dumping. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang juga 
dirangkaikan dengan metode wawancara dengan pihak yang kompeten 
dalam penulisan skripsi ini. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan, (1) bahwa dalam 
menanggulangi dumping, Indonesia sampai saat ini belum mempunyai 
ketentuan antidumping dalam bentuk undang undang tersendiri. Instrumen 
hukum yang digunakan dalam menanggulangi praktik dumping di 
Indonesia, berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk 
Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan 
Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan 
Perdagangan. (2) bahwa Komite Anti Dumping Indonesia sudah 
melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang 
ada. Namun masih kurang efektif karena, (a) adanya beberapa lembaga 
pelaksana administrasi hukum antidumping dengan tahapan-tahapan 
yang harus dijalani dalam proses penyelidikan praktik dumping hingga 
penetapan dan pemungutan biaya bea masuk antidumping atau bea 
masuk imbalan, dan dalam praktiknya tidak semua hasil temuan dan 
analisis KADI yang diusulkan kepada Menteri Perdagangan tersebut 
ditindaklanjuti, bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan 
kepada Menteri Keuangan untuk kemudian ditetapkan besarnya bea 
masuk antidumping atau bea masuk imbalan. (b) Masih kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia mengenai 
ketentuan antidumping. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja KADI dalam 
memberikan perlindungan hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bertujuan 
untuk mencegah terjadinya barang-barang impor yang dijual dengan cara 
dumping di Indonesia. Namun, disadari bahwa dalam perdagangan bebas 
sekarang ini, barang-barang impor yang masuk ke suatu negara sudah 
merupakan keniscayaan. Karena akan ada kemungkinan komoditi yang 
kita butuhkan tidak semua ada di negara kita, kalaupun ada mungkin 
jumlahnya tidak memadai atau karena faktor-faktor tertentu membuat 
suatu negara mengimpor dari suatu negara lain. 
Kondisi inilah yang akhirnya membuat perdagangan internasional 
semakin ketat karena keinginan pelaku usaha untuk memperluas 
peredaran barang atau jasanya sehingga para pelaku usaha melakukan 
hubungan perdagangan lintas negara. Namun, semakin ketatnya 
persaingan dalam era perdagangan bebas ini mendorong pelaku usaha 
untuk memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara 
curang, dumping salah satu diantaranya. 
Dumping merupakan diskriminasi harga yang dilakukan dengan cara 
menjual barang ke negara lain dengan harga yang lebih rendah  
dibandingkan dengan harga normal. Untuk melindungi industri dalam 
negeri, pemerintah atau negara berkewajiban mengontrol agar barang 
2 
impor tersebut tidak dijual dengan cara-cara dumping. Mengingat dumping 
merupakan momok yang menakutkan bagi industri dalam negeri. Yang 
dimana kegiatan dumping ini dapat menyebabkan kerugian bagi industri 
dalam negeri yang dapat menyebabkan industri dalam negeri tidak 
berkembang bahkan dapat membuat industri dalam negeri menjadi mati.  
Di Indonesia sendiri sangat rentan akan barang impor yang dijual 
dengan cara dumping, ini dikarenakan para pengekspor dari luar negeri 
menyadari betul bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi 
mereka untuk menjual produk-produk mereka mengingat jumlah penduduk 
Indonesia yang besar. Selain itu, rasa gengsi konsumen di Indonesia yang 
merasa bangga menggunakan produk luar negeri. Sehingga kebanyakan 
para konsumen di Indonesia lebih condong membeli barang impor dengan 
kualitas yang tidak jauh berbeda dengan harga yang lebih murah jika 
dibandingkan dengan harga produk dalam negeri. Selain itu, 
membanjirnya barang impor telah membuat produsen domestik menjadi 
kurang bersemangat untuk berproduksi dan membuat mereka berubah 
menjadi importir 
Sebagai tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengontrol agar 
barang impor tidak dijual dengan cara dumping. Pemerintah Indonesia 
membentuk Komite Anti Dumping Indonesia pada tanggal 4 Juni 1996. 
Komite Antidumping Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan 
tindakan antidumping terhadap barang-barang impor yang terbukti dijual 
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dengan cara dumping guna memberikan perlindungan kepada industri 
dalam negeri terhadap ancaman kerugian akibat kegiatan dumping. 
Sejak dibentuk pada tahun 1996 sampai tahun 2012, Komite Anti 
Dumping Indonesia telah menyelesaikan 24 kasus dari 44 kasus yang 
ada. Dimana 24 komoditi tersebut kini dikenai bea masuk antidumping. 
Namun, ada pula kasus yang tidak terselesaikan yang berujung pada 
penutupan penyelidikannya karena tidak memenuhi syarat.1 Selain itu, 
sepanjang waktu itu pula, Indonesia menerima sebanyak 186 kasus 
tuduhan dumping dari negara lain.2 
Berdasarkan fakta tersebut, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 
dinilai belum bertugas dan berfungsi secara optimal dalam memantau 
dumping yang dilakukan negara-negara lain. Berbeda halnya dengan 
komite anti dumping negara lain, seperti Cina, Brazil atau India yang 
sudah mengajukan komplain tentang dumping yang dilakukan negara-
negara anggota WTO hingga ratusan kali.3 Dengan semakin maraknya 
praktik dumping di Indonesia yang mana hal ini sangat merugikan pelaku 
bisnis terutama produsen dalam negeri, sehingga dalam hal ini dibutuhkan 
peran KADI. Mengingat, tugas pokok Komite Anti Dumping Indonesia 
(KADI) adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang 
                                                           
1“Sejak 1996, KADI Selesaikan 24 Kasus Antidumping” 
http://m.inilah.com/read/detail/1967763/sejak-1996-kadi-selesaikan-24-kasus-antidumping diakses 
pada 12 Mei 2013 
2“Tuduhan Dumping: Produk Ekspor Indonesia Terancam Makin Kalah Bersaing” 
http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/02/tuduhan-dumping-produk-ekspor-indonesia-
terancam-makin-kalah-bersaing/ diakses pada 12 Mei 2013 
3“Kinerja Komite Antidumping Dinilai Belum Optimal” 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5048675ceaa94/kinerja-komite-antidumping-dinilai-
belum optimal/ diakses pada 12 Mei 2013 
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dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian 
bagi industri dalam negeri barang sejenis 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Instrumen hukum apakah yang digunakan terhadap 
penanggulangan praktik dumping di Indonesia ? 
2. Bagaimanakah efektifitas pencegahan praktik dumping yang 
dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan, maka tujuan 
penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui instrumen hukum yang digunakan 
terhadap penanggulangan praktik dumping di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas Komite Anti 
Dumping Indonesia terhadap pencegahan praktik dumping. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penilitian yang hendak dicapai dalam hal ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu 
hukum yang erat kaitannya dengan masalah dumping. 
5 
2. Sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi setiap orang. 
3. Untuk menambah pengetahuan khususnya yang tertarik 
dalam mengkaji ilmu hukum ekonomi internasional 
khususnya mengenai praktik dumping. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. GATT / WTO 
GATT dibentuk sebagai suatu dasar (atau wadah) yang sifatnya 
sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu, timbul kesadaran 
masyarakat internasional akan perlunya lembaga multilateral di samping 
Bank Dunia dan IMF. Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral 
yang khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Pada waktu itu, 
masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat 
mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan 
kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah terulangnya praktik proteksionisme yang berlangsung pada 
tahun 1930-an yang memukul perekonomian dunia.4 
Sejak berdirinya GATT Tahun 1947, telah dilakukan 8 kali putaran 
perundingan, yaitu : Putaran Jenewa (1947), Putaran Annecy (1949), 
Putaran Torquay (1950-1951), Putaran Jenewa (1955), Putaran Dillon 
(1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), Putaran Tokyo (1973-1979) 
dan Putaran Uruguay (1986-1993). Masalah-masalah yang dirundingkan 
sejak Putaran Jenewa hingga Putaran Dillon pada dasarnya menekankan 
pada upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan. 
Pada Putaran Kennedy cakupan pembahasan tidak hanya menyangkut 
                                                           
4Huala Adolf. Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2005, Hal. 102 
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upaya penurunan atau penghapusan tarif, tetapi mencakup pula 
pembuatan instrument pengaturan yaitu mengenai antidumping. 
Pada Putaran Tokyo, selain dirundingkan masalah pengurangan 
atau pembebasan hambatan tarif dan non-tarif, seperti subsidi dan bea 
balasan, hambatan teknis perdagangan, tata cara perijinan impor, 
pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, penilaian pebeanan, juga 
dibahas  dan disepakati sejumlah persetujuan di bidang pertanian 
dan manufaktur, yakni : persetujuan tentang daging sapi dan kerbau, 
produk susu dan pesawat terbang sipil. Pada Puturan Uruguay, sebagian 
dari kesepakatan tersebut di atas telah mengalami pembahasan dan 
perluasan. Kesepakatan-kesepakatan mengenai subsidi dan countervailin 
measures, rintangan-rintangan teknis terhadap perdagangan, lisensi 
impor, penaksiran bea cukai dan kesepakatan antidumping, sekarang 
telah terlebur ke dalam komitmen WTO. 
Terbentuknya WTO pada 1 Januari 1995 menandakan keberhasilan 
reformasi perdagangan internasional terbesar sejak usai Perang Dunia II, 
juga membuat upaya yang dulu gagal membentuk International Trade 
Organization (ITO) ditahun 1948 menjadi kenyataan dalam bentuk paling 
mutakhir.5 
Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim 
perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, 
serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, 
                                                           
5Gofar Bain, Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, Djambatan, 
Jakarta, 2001, Hal. 110 
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lapangan kerja dan iklim perdagangan sehat. Pada preambule GATT, 
terdapat empat tujuan yang hendak dicapai GATT, yaitu : 
1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia 
2. Meningkatkan kesempatan kerja 
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia 
4. Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang 
Ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya: pertama, 
sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur 
transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT 
dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Kedua, 
sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Ketiga, sebagai 
suatu „pengadilan‟ internasional di mana para anggotanya menyelesaikan 
sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya6 
Adapun prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional yang 
diatur dalam GATT/WTO, yaitu. 
1. Prinsip Most-Favoured-Nation 
Menurut prinsip ini, semua anggota terikat untuk memberikan 
negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan 
dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya 
lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan 
segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang 
ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara 
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tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya 
atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya 
Namun dalam pelaksanaannya, prinsip ini mendapat 
pengecualian-pengecualian, khususnya menyangkut kepentingan 
negara berkembang. Pengecualian yang dimaksud adalah sebagai 
berikut7. 
a. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (frontier 
traffic advantage), tidak boleh dikenakan terhadap anggota 
GATT lainnya. 
b. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang 
sudah ada, tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat 
batas preferensinya tidak boleh dinaikkan 
c. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu Customs 
Union atau Free Trade Area yang memenuhi persyaratan 
Pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama 
kepada negara anggota lainnya 
d. Pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju 
kepada produk impor dari negara yang sedang 
berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung 
(least developed) melalui fasilitas Generalized System of 
Preferences (sistem preferensi umum) 
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2. Prinsip National Treatment 
Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing 
dan barang domestik yang berarti bahwa pada suatu barang impor 
telah masuk ke pasar dalam negeri suatu anggota  dan setelah 
melalui daerah pabean serta membayar bea masuk (bila ada), 
barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk 
daripada barang hasil dalam negeri.8 
Prinsip national treatment merupakan pencerminan dari 
pembatasan kedaulatan negara. Hal itu sering diperjanjikan dalam 
rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan nasional 
dan kepentingan internasional yang sering bertentangan. Prinsip ini 
bertujuan untuk menciptakan harmonisasi perdagangan 
internasional agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif di pasar 
domestik, sebab pasar domestik tidak terlepas dari pasar 
internasional suatu negara yang menginginkan barangnya laku di 
negara lain. Dengan kata lain, prinsip national treatment ini untuk 
melindungi barang-barang impor dari diskriminasi harga. 
3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif 
Prinsip ini merupakan ketentaun yang mendasar dan 
sekaligus merupakan hambatan terbesar dalam GATT. Alasan yang 
mendasar bagi pelarangan retribusi kuantitatif terhadap ekspor 
impor dalam bentuk apapun akan mengganggu praktek 
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perdagangan yang normal. Prinsip ini mengatur bahwa setiap 
negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor 
atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Namun demikian, dalam 
pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal9 : 
a. Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran 
diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kouta 
b. Karena industri domestik negara pengimpor mengalami 
kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk 
sejenis. 
c. Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan 
keamanan nasional negara pengimpor. 
4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif 
Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan 
proteksi terhadap  industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat 
tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan 
lainnya (non-tarif commercial measures). Besarnya tarif yang 
dikenakan sudah dapat diduga oleh para pihak yang terlibat dalam 
perdagangan ekspor impor karena penerapannya dilakukan melalui 
perundingan multilateral. Perlindungan melalui tarif ini masih 
diperkenankan karena menunjukkan dengan jelas tingkat 
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perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya 
kompetisi yang sehat.10 
5. Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang 
Berdasarkan prinsip ini, GATT mengakui kebutuhan negara 
sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih 
menguntungkan. Negara-negara maju dilarang untuk membuat 
rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang 
berkembang. Negara-negara industri juga mau menerima bahwa 
mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai 
penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan-rintangan lain 
terhadap perdagangan negara-negara berkembang.11 
6. Prinsip Resiprositas 
Menurut prinsip ini, menginginkan adanya perlakuan timbal 
balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan 
perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara, dalam 
kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif 
masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara 
pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk 
untuk produk dari negara yang pertama tadi.12 
 
 
                                                           
10Ibid. hal. 114 
11Ibid. hal. 117 
12Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2011, hal 45 
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7. Prinsip perdagangan yang adil 
Prinsip dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara 
menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan 
tertentu, sedangkan di pihak lain, kebijaksanaan tersebut justru 
menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.13 
 
B. Pengertian Dumping 
Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan 
menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari 
nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut dinegerinya 
sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini 
dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen 
pesaing di negara pengimpor.14 
Dalam Black‟s Law Dictionary, pengertian dumping dinyatakan 
sebagai berikut: “The act of selling a large quantity of goods at less than 
fair value; also, selling goods abroad at less than the market price at 
home.” Dalam kamus hukum ekonomi, dumping merupakan penjualan 
barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar 
negeri dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga 
penjualan di dalam negeri.15 
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15Sri Redjeki Hartono, Paramita Prananingtyas, dan Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi 
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Beberapa pengertian dumping yang dikemukakan oleh beberapa 
sarjana adalah sebagai berikut.16 
1. Menurut Agus Brotosusilo, dumping adalah bentuk diskriminasi 
harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 
atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga 
lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam 
negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas 
produk ekspor tersebut. 
2. Menurut Muhammad Ashari, dumping adalah suatu persaingan 
curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu produk yang 
ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan 
dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ke tiga. 
3. Menurut Ralph H. Folsom dan Michael W. Gordon, dumping 
involves selling abroad at a price that is less than the price used 
to sell the same goods at home (the normal or fair value). To be 
unlawful, dumping must threaten or cause material injury to an 
industry in the export market, the market where price are lower. 
Dumping is recognized by most of trading world as an unfair 
practice (again to price discrimination as an antitrust offense). 
Dalam GATT 1947 Pasal VI ayat (1) Article VI GATT: Anti Dumping 
and Countervailing Duties menjelaskan pengertian dumping sebagai 
berikut : 
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The Contracting parties recognize that dumping, by which product of 
one country are introduced into the commerce of another country at 
less than normal value of the products, is to be condemned if it 
causes or threatens material injury to an established industry in the 
territory of a contracting party or materially retards the establishment 
of a domestic industry. For the purpose of this article, a product is to 
be considered as being introduced into  the commerce of an 
importing country at less than its normal value, it the price of the 
product exported from one country to another. 
(a) Is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, 
for the like product when destined for consumption in the 
exporting country or 
(b) In the absence of such domestic price, is less than either 
(i) The highest comparable price for the like product for export 
to any third country in the ordinary of trade or 
(ii) The cost of production of the product in the country of origin 
plus a reasonable addition for selling cost and profit 
 
Di dalam Article VI GATT diadakan penyempurnaan yang 
dituangkan dalam article 2 Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari 
GATT 1994 yaitu sebagai berikut. 
For the purpose of this agreement, a product is to be considered as 
being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country 
at less than its normal value, if the export price of the product 
exported from one country to another is less than the comparable 
price, in the ordinary course of trade, for the like product when 
destined for consumption in the exporting country 
 
Dari beberapa pengertian tentang dumping di atas, dapat 
disimpulkan bahwa dumping merupakan suatu tindakan curang yang 
dilakukan oleh eksportir dengan cara melakukan diskriminasi harga, yaitu 
menjual suatu produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah 
dibandingkan dengan harga normal guna mendapatkan keuntungan. 
Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan 
perekonomian dunia yang semakin kompleks, telah menimbulkan 
persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik 
16 
perdagangan barang maupun jasa. Berikut beberapa alasan mengapa 
suatu negara melakukan dumping:17 
a. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan 
insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, kepada 
pembeli pada pasar yang dituju. 
b. Adanya peluang pada kondisi pasar, yang memungkinkan 
penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar 
ekspor maupun di dalam pasar domestik. 
c. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan 
jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan 
strategi penerapan harga yang progresif. 
Jadi, wajar saja apabila suatu negara melakukan dumping. Akan 
tetapi, dumping akan dianggap sebagai ancaman apabila penurunan 
harga dari suatu produk dilakukan melampaui kewajaran sehingga 
menimbulkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah berdiri 
maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik. 
Dalam Article VI GATT mengatur apabila terjadi hal demikian, maka 
negara anggota diperkenankan mengenai tindakan antidumping. 
Pengertian antidumping menurut konsep GATT 1994 adalah bea 
masuk yang dikenakan kepada barang yang diketahui sebagai barang 
dumping dengan tujuan menghilangkan unsur dumping pada barang 
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tersebut, dan agar harga barang tersebut tidak terlalu tinggi perbedaannya 
dengan harga barang sejenis di negara importir.18 
Dengan adanya tindakan antidumping, suatu negara dapat 
melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping yang merupakan 
tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara dan bisa 
mematikan industri dalam negeri.  
 
C. Jenis atau Tipe Dumping 
Menurut Robert Willig, ada 5 tipe dumping berdasarkan tujuan dari 
eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, yaitu19 : 
a. Market Ekspantion Dumping 
Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan 
menetapkan “mark up” yang lebih rendah di pasar impor karena 
menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama 
harga yang di tawarkan lebih rendah. 
b. Cylical Dumping 
Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal 
yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya 
produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas 
produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait 
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Yulianto Syahyu, Op.cit. hal. 36 
19Ibid. hal. 33 
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c. State Trade Dumping 
Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori 
dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneternya. 
d. Strategic Dumping 
Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang 
merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui 
strategi keseluruhan dari negara pengekspor, baik dengan cara 
pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan 
masuknya produk yang sama antar pasar negara pengekspor. 
Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen 
cukup besar dalam tolak ukur skala ekonomi, maka mereka 
memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus 
dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing. 
e. Predatory Dumping 
Istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan 
tujuan untuk mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka 
memperoleh kekautan monopoli di pasar negara pengimpor. 
Akibat buruk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-
perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis di negara 
pengimpor. 
Apabila dilihat dari segi dampak bagi konsumen dan industri dalam 
negeri pengimpor, oleh beberapa ahli ekonomi pada umumnya 
mengklasifikasikan dumping atas 3 (tiga) jenis, yaitu 
19 
a. Dumping Sporadic yaitu dumping yang dilakukan dengan 
menjual barang pada pasar luar negeri secara temporer dengan 
harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau 
biaya produksi tersebut dengan tujuan utama mengatasi 
masalah kelebihan kapasitas (karena perubahan dalam pasar 
dalam negeri yang tidak terantisipasi atau buruknya 
perencanaan produksi). Kelebihan kapasitas produksi akan dijual 
walaupun dengan harga murah untuk mencegah penumpukan 
barang di pasar domestik dan diharapkan memperoleh 
pemasukan sehingga terhindar dari perang harga di pasar 
domestik.20 Dumping Sporadic seperti ini tidak terlalu 
membahayakan industri dalam negeri negara pengimpor karena 
pengekspor hanya akan melakukan dumping dalam waktu 
tertentu saja karena hanya bersifat cuci gudang. Akan tetapi, 
dumping jenis tersebut bisa mengganggu pasar domestik negara 
pengekspor karena adanya ketidakpastian dikarenakan 
permintaan di luar negeri berubah secara tiba-tiba. 
b. Dumping Predatory merupakan praktik dumping dengan menjual 
produk secara merugi sementara waktu dengan tujuan 
mendapatkan akses ke suatu pasar dan menyingkirkan para 
pesaing sehingga dapat menguasai pangsa pasar yang lebih 
besar. Setelah pesaing sudah mulai berguguran serta 
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Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 80 
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perusahaan posisinya semakin kuat sehingga dapat memonopoli 
pangsa pasar, maka harga akan dinaikkan sampai mencapai 
laba (profit) yang ideal.21 Dumping Predatory ini merupakan 
dumping yang paling buruk, karena dumping itu dipraktekkan 
hanya untuk tujuan merebut keuntungan monopoli dan 
membatasi perdagangan untuk jangka waktu yang lama, 
meskipun hal itu menyebabkan kerugian jangka pendek. 
Dumping predatory untuk barang-barang manufaktur 
dipraktekkan secara luas selama terjadinya kekacauan 
internasional pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. 
Pada saat sekarang, dumping jenis itu kemungkinan sudah 
jarang dilakukan di pasar-pasar modern yang bersaing. Sebuah 
perusahaan yang mencoba menghalau semua pesaingnya utnuk 
sementara waktu dengan cara menurunkan harga produksinya 
akan segera mendapati bahwa kalau kemudian ia menaikkan 
harganya lagi, banyak perusahaan lain yang bermunculan 
sebagai pesaing-pesaing yang memproduksi keluarnya dalam 
skala yang lebih besar dan efisien.22 
c. Dumping Persistent merupakan jenis dumping permanen, di 
mana perusahaan secara konsisten menjual produknya dengan 
harga lebih rendah pada suatu pasar dibandingkan dengan 
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pasar lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan metode penetapan 
harga marginal untuk pasar luar negeri dan penetapan harga 
penuh untuk pasar dalam negeri. Akibat dari praktik ini, 
konsumen dalam negeri akan menjadi korban dengan membayar 
harga lebih mahal daripada konsumen di negara lain23. Dumping 
Persistent mulai muncul pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 
1970-an sebagai bagian dari suatu kampanye untuk meredakan 
persaingan dagang dengan negara-negara lain, pemerintah AS 
menugaskan perusahaan-perusahaan di sejumlah negara bagian 
untuk melakukan dumping atas produk-produk mereka di pasar 
Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara penggugat 
utama sementara Masyarakat Eropa dan negara-negara industri 
baru atau yang biasanya disebut New Industry Company adalah 
negara-negara yang paling kerap dituduh melakukan dumping 
secara menetap. Dumping yang menetap itu terjadi dalam masa 
yang lama. Dumping jenis itu terjadi karena perbedaan keadaan 
pasar di negara importir dan negara eksportir.24 
Dumping persistent ini tidak merugikan negara pengimpor. Ini 
karena bisa saja negara pengimpor tidak memiliki industri yang 
menghasilkan barang sejenis dengan barang dari negara 
pengekspor. Sehingga yang bersaing dalam pangsa pasar 
negara pengimpor adalah para produsen barang dari negara 
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pengekspor saja. Sehingga dumping persistent ini tentu saja 
menguntungkan konsumen negara pengimpor karena konsumen 
dapat memperoleh barang konsumsinya dengan lebih murah. 
Disamping jenis dumping tersebut dalam perkembangannya muncul 
istilah Diversinary Dumping dan Downstream Dumping. Diversinary 
Dumping adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang 
menjual barangnya ke dalam pasar negara ketiga dengan harga di bawah 
yang adil dan barang tersebut nantinya diproses dan dikapalkan untuk 
dijual ke pasar negara lain, sedangkan Downstream Dumping adalah 
dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya 
dengan harga di bawah harga normal kepada produsen yang lain di dalam 
pasar dalam negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan 
dikapalkan untuk dijual kembali ke pasar negara lain.25 
 
D. Kriteria Dumping 
Ada atau tidaknya suatu praktik dumping perlu suatu pembuktian 
bahwa suatu barang adalah barang dumping, Article IV GATT pada 
prinsipnya telah memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang 
adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materiil baik terhadap 
industri yang sudah berdiri (to an establishment industry) maupun telah 
menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (the 
establishment of domestic industry). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dumping dapat 
dikategorikan menjadi tiga unsur/kriteria sebagai berikut26 : 
1. Produk dari suatu negara yang diperdagangkan oleh negara lain 
dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (less 
than normal value) atau disebut dengan “less than fair value” 
(LTFV). 
Cara penentuan suatu produk dianggap sebagai dumping 
apabila dalam perdagangan antarnegara, produk tersebut dijual 
di bawah harga normal, yaitu:27 
a. Harga dari barang sejenis (like product) di pasar dalam 
negeri negara pengekspor. Dalam hal ini harga 
pembanding (comparable price) harus dilakukan 
berdasarkan perhitungan ex factory price (harga di luar 
pabrik) dari penjualan dalam negeri dengan 
perhitungan ex factory price dari penjualan ekspor. 
b. Bilamana tidak ada harga dalam negeri pengimpor 
yang dapat dibandingkan di negara pengekspor, maka 
harga normal adalah ex factory price yang berasal dari 
perhitungan harga produk sejenis di negara tersebut 
yang diekspor ke negara ketiga. 
c. Ongkos produksi di negara asal ditambah biaya 
administrasi, biaya pemasaran dan keuntungan normal 
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adalah dengan menggunakan definisi nomor 1 a, 
namun bilamana penjualan dalam negeri di negara 
pengekspor sangat kecil (jarang) atau harga dalam 
negeri tidak relevan, misalnya produk tersebut dijual 
oleh perusahaan negara di negara yang menganut non-
market economy dapat menggunakan definisi 1 b atau 
1c. 
2. Akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan 
kerugian materiil terhadap industri telah berdiri atau menjadi 
halangan terhadap pendirian industri dalam negeri. 
Untuk mengetahui apakah suatu negara telah melakukan 
praktik dumping yang menimbulkan kerugian materiil atau tidak, 
Article 3.1. dari Antidumping Code 1994 menyatakan sebagai 
berikut. 
A determination on injury for purposes of Article VI of 
GATT 1994 shall be based on positive evidence and 
involve an objective examination of both (a) the volume of 
the dumped imports and the effect of the dumped imports 
on prices in the domestic market for like products, and (b) 
the consequent impact of these imports on domestic 
producers of such products. 
 
Dalam terminoogi Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2011, memberikan definisi kerugian memiliki 
dimensi yuridis dan ekonomis, yaitu sebagai berikut. Kerugian 
adalah: 
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a. Kerugian materiil yang telah terjadi terhadap Industri 
Dalam Negeri.  
b. Ancaman terjadinya kerugian materiil terhadap Industri 
Dalam Negeri. 
c. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis 
di dalam negeri 
Tolak ukur yang ditentukan di atas diperlukan, sebab ada 
kemungkinan bahwa kerugian yang timbul bukan disebabkan 
oleh praktik dumping, melainkan oleh faktor-faktor lain, seperti: 
mengecilnya jumlah permintaan, perubahan pola konsumsi 
masyarakat, krisis ekonomi, perubahan fluktuasi mata uang 
asing (terutama US Dollar) terhadap mata uang lokal, dan hal-hal 
lain yang dapat mempengaruhi pasar dalam negeri.28 
Untuk menentukan bahwa indikasi adanya kerugian 
(injury) terhadap industri barang sejenis di negara pengimpor, 
yaitu29 : 
a. Terjadinya penurunan penjualan dalam negeri, 
penurunan keuntungan, penurunan produksi, pangsa 
pasar dan produktivitas, penurunan utilisasi kapasitas 
produksi, penurunan tingkat pengembalian investasi 
b. Gangguan/tekanan terhadap harga barang di dalam 
negeri 
                                                           
28Yulianto Syahyu, Op.cit. Hal. 78 
29Muhammad Sood, Op.cit. Hal 153 
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c. Besarnya margin dumping 
d. Perkembangan aliran kas (cash flow) yang negative 
e. Peningkatan persediaan (inventory) 
f. Penurunan gaji karyawan 
g. Gangguan terhadap pertumbuhan (growth) 
h. Gangguan terhadap kemampuan peningkatan 
modal/investasi 
 
3. Adanya hubungan kausal antara penjual barang impor yang 
melakukan less than fair value dengan kerugian yang diderita 
oleh negara. 
Hubungan sebab akibat antara impor dumping dengan 
kerugian industri dalam negeri negara pengimpor harus 
didasarkan pada pengujian semua bukti adanya indikasi 
dumping. Pengujian itu mencakup penilaian terhadap semua 
faktor ekonomi, seperti : penurunan penjualan potensial dan 
aktual, laba, output, pangsa pasar produktivitas, pengembangan 
investasi atau pemakaian kapasitas; faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga dalam negeri; besarnya selisih dumping; 
pengaruh negatif pada cash flow potensial dan aktual persediaan 
tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan 
modal atau investasi.30 
                                                           
30Ibid. Hal 137 
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Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2011 memberikan pengertian industri dalam negeri sebagai 
berikut. Industri dalam negeri adalah : 
Produsen dalam negeri secara keseluruhan dari barang 
sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan 
proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang sejenis, 
tidak termasuk: 
a. Produsen dalam negeri barang sejenis yang terafiliasi 
dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir 
barang dumping atau barang yang mengandung 
subsidi; dan 
b. Importir barang dumping atau barang yang 
mengandung subsidi 
Dalam Antidumping Code (1994), yang dimaksud dengan 
produsen dalam negeri yang memiliki hubungan keterlibatan 
(terafiliasi) dengan produsen yang mengekspor barang yang 
diduga dumping, apabila mereka memenuhi kriteria sebagai 
berikut.31 
a. Apabila salah satu dari produsen dalam negeri atau 
eksportir baik langsung maupun tidak langsung 
mengendalikan salah satu dari mereka. 
b. Keduanya dikendalikan oleh pihak ketiga yang sama. 
                                                           
31Ade Maman Suherman, Op.cit. Hal. 147 
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c. Keduanya bersama-sama mengendalikan pihak ketiga, 
sepanjang terdapat dasar untuk meyakini atau 
menduga bahwa akibat dari hubungan tersebut adalah 
sedemikian rupa, sehingga menyebabkan produsen 
dimaksud berperilaku berbeda dengan produsen yang 
tidak mempunyai hubungan istimewa. 
 
D. Dampak Praktik Dumping Terhadap Negara Importir dan 
Eksportir 
Menurut Gabrielle Marceau, Dampak dari praktik dumping dapat 
dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi negara importir dan dari sisi negara 
eksportir.32 
1. Dampak dumping di Negara importir 
Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari 
beberapa tolak ukur, antara lain sebagai berikut. 
a. Tingkat produksi (level of output) 
Total output dari keadaan di bawah diskriminasi harga 
mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di 
bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya dalam 
pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia 
membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada 
saat permintaan meningkat harga akan meningkat, 
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demikian juga sebaliknya), maka total output akan 
cenderung sama dengan output pada situasi industri yang 
sangat kompetitif. Di sisi lain, ada kemungkinan bagi kaum 
monopolis untuk menggunakan strategi diskriminasi harga 
untuk mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu, 
tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari 
diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Bagi negara 
importir, diskriminasi harga dalam perdagangan 
internasional cenderung mengurangi hasil produlksi dari 
produsen pesaing lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan 
hasil produksi dari industri hilir. Setiap situasi patut 
dianalisis secara khusus dan karena itu dumping tidak 
berbeda dari impor dengan harga rendah lainnya. 
b. Penyebaran pendapatan (income distribution) 
Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan produsen 
barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik 
dumping ini. Karena itu, para pemegang saham akan 
kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan 
kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Di sisi lain, 
barang-barang dengan harga rendah ini akan secara 
langsung meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan 
dari para konsumen. 
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c. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan 
internasional (effects on the competitive process in 
internasional trade). 
Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses 
kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah 
diskiriminasi harga ini terjadi secara horisontal atau 
vertikal. Dampak tersebut antara lain adalah berikut ini. 
(1) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil 
transisi dari monopoli total ke kebiasaan yang 
lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan 
berpihak kepada persaingan. 
(2) Jika diskriminasi harga membantu proses 
pengrusakan kartel internasional, maka 
diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif 
terhadap negara importir dan juga negara 
eksportir. 
(3) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya 
praktik pemangsaan atau merupakan tameng dari 
adanya kerusakan sistem ekonomi, maka 
diskriminasi harga bisa juga menjadi 
antikompetitif. 
Diskriminasi harga horisontal adalah diskriminasi terhadap 
pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana penjualan 
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dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horisontal 
ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara pengimpor. 
Dalam perdagangan internasional, dumping tampaknya 
menguntungkan bagi industri hilir di negara pengimpor. Adanya 
produk impor dengan harga rendah (pada umumnya yang berbentuk 
bahan baku) akan meningkatkan keuntungan bagi industri dalam 
negeri yang menggunakannya. 
 
2. Dampak Dumping di Negara Eksportir 
Dalam pola diskriminasi harga internasional, pasar yang 
kurang elastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku, 
pada umumnya cenderung memberlakukan harga tinggi untuk 
konsumen dalam negeri. Di sisi lain, dengan memperluas 
kesempatan pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping 
ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan 
memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang 
lebih besar untuk produk-produk baru dan juga peningkatan 
kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari 
konsumen barang dumping. 
Sebagai konsekuensi terhadap praktik dumping yang 
dilakukan oleh eksportir, maka akan terjadi pembatasan penjualan 
dalam negeri, sehingga akan membatasi untuk investasi pada 
penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya 
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manusia. Disamping itu akan terjadi kecenderungan tertutupnya 
pasar negara pengekspor terhadap produk yang sejenis dari negara 
lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping 
tersebut. 
Menurut ahli ekonomi, penjualan dibawah harga dan 
diskriminasi harga tidak dapat dibenarkan jika ada pemangsaan 
atau subsidi silang. Apapun alasannya, secara tidak langsung dan 
untuk jangka waktu yang panjang juga dapat merugikan negara 
eksportir. 
 
E. Komite Antidumping Indonesia (KADI) 
Komite Antidumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga teknis 
yang dibentuk Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan 
Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan 
dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 
Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan 
menyebutkan bahwa, untuk permasalahan yang berkaitan dengan upaya 
penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung 
subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite 
Antidumping Indonesia. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk 
Imbalan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
427/MMP/Kep/10/2000 tanggal 10 Oktober 2000 Tentang Komite 
Antidumping Indonesia (sebagai perubahan atas beberapa keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya).33 
Sebagai suatu komite yang didirikan untuk menangani hal-hal yang 
berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi barang dumping atau 
barang yang mengandung subsidi secara curang yang menimbulkan 
kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, 
maka KADI mempunyai tugas, fungsi dan wewenang. 
1. Tugas Pokok Komite Antidumping Indonesia (KADI) 
Adapun tugas pokok KADI adalah sebagai berikut.34 
a. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang 
dumping atau barang mengandung subsidi yang 
menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang 
sejenis. 
b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti serta 
informasi mengenai dugaan adanya barang dumping atau 
barang mengandung subsidi. 
                                                           
33Ibid. hal. 52 
34Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 
Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 2 
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c. Mengusulkan pengenaan bea masuk antidumping atau bea 
masuk imbalan kepada Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan. 
d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan 
e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan 
kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 
 
2. Fungsi Komite Antidumping Indonesia (KADI) 
Untuk melaksanakan tugasnya KADI mempunyai fungsi 
berikut ini.35 
a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi 
barang dumping atau barang mengandung subsidi. 
b. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang 
dumping atau barang mengandung subsidi. 
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
penanggulangan importasi barang dumping atau barang 
mengandung subsidi. 
 
 
 
                                                           
35Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 
Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 3 
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3. Wewenang Komite Antidumping Indonesia (KADI) 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KADI mempunyai 
wewenang berikut ini.36 
a. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan 
administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan 
dumping atau subsidi. 
b. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan 
terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain 
yang terkait dengan dumping atau subsidi. 
c. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan untuk memberlakukan tindakan sementara. 
d. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran 
tindakan penyesuaian. 
e. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk 
antidumping atau bea masuk imbalan. 
f. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan 
pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk 
imbalan. 
g. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 
penanganan dumping atau subsidi. 
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Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 4 
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4. Susunan Keanggotan Komite Antidumping Indonesia 
(KADI) 
Susunan keanggotaan KADI terdiri dari berikut ini.37 
a. Ketua dan satu orang wakil ketua merangkap anggota. 
b. Satu orang sekretaris merangkap anggota 
c. Sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota yang 
mewakili instansi terkait yaitu : 
(1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
(2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
(3) Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan 
Perdagangan Internasional 
(4) Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika 
dan Aneka Pertambangan 
(5) Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan 
(6) Pejabat Kantor Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian 
(7) Pejabat dari Departemen Pertanian dan Kehutanan 
(8) Pejabat dari Departemen Kelautan dan Perikanan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, KADI wajib memperhatikan 
saran-saran dari tim pengarah. Tim pengarah terdiri dari Menteri 
                                                           
37Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 
Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 7 ayat (1) lihat juga Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan 
Pengangkatan Anggota KADI 
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Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Keuangan38. 
Disamping itu, dalam menangani tugas administrasi dan teknis 
penanganan antidumping dan subsidi KADI dibantu oleh satu unit 
kerja sekretariat yang terdiri dari.39 
a. Bidang Pengaduan 
b. Bidang Penyelidikan Dumping dan Subsidi 
c. Bidang Pengkajian Kerugian 
d. Bidang Hukum 
e. Bidang Umum 
Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota KADI diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan40. 
Dalam melaksanakan tugasnya, KADI bertanggung jawab kepada 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan41. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
38Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 
Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 5 
39Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 
Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 7 ayat (3) 
40Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 
Tentang Komite Antidumping Indonesia, Pasal 10 ayat (1) 
41Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000, 
Tentang Komite Antidumping Indonesia Pasal 9 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis melalui tahapan penelitian. 
Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai 
Peranan Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Pencegahan Praktik 
Dumping Terhadap Barang Impor. Adapun lokasi penelitian yang akan 
dipilih penulis adalah Komite Anti Dumping Indonesia dan perpustakaan 
pusat Universitas Indonesia 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah : 
1. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh atau bersumber langsung dari 
instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di 
Komite Antidumping Indonesia 
2. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi 
dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan objek yang 
menjadi permasalahan 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan 
dengan penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan cara 
mempelajari beberapa buku, artikel, dokumen-dokumen, browsing di 
internet serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek 
permasalahan. 
Selain itu, guna memperoleh data yang lebih konkrit, penulis juga 
berencana mengumpulkan data dengan cara : 
1. Wawancara langsung dengan staf atau pihak dari Komite 
Antidumping Indonesia 
2. Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip 
yang diberikan oleh pihak yang terkait. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang 
berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan 
dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang 
terkait dengan penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh, 
sehingga tercapai tujuan-tujuan dari penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Instrumen Hukum Yang Digunakan Terhadap Penanggulangan 
Dumping di Indonesia 
Pemberlakuan hukum antidumping adalah suatu upaya untuk 
mengkounter praktik dumping yang dilakukan oleh Produsen luar negeri 
(importir) yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi industri dalam 
negeri. Berdasarkan Pasal 18 paragraf 4 dari Antidumping Code (1994), 
setiap anggota diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan selambat-lambatnya sebelum WTO secara resmi berdiri 
tanggal 1 Januari 1995. Untuk menyesuaikan undang-undang, peraturan-
peraturan maupun prosedur administratif yang berkaitan dengan 
antidumping yang telah ada di masing-masing negara anggotanya dengan 
ketentuan yang tercantum dalam Antidumping Code (1994).  
Sebagai negara yang turut serta dalam GATT/WTO, Indonesia telah 
meratifikasi Agreement Establishing the WTO dengan Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3564). Dengan meratifikasi Agreement 
Establishing the WTO, Indonesia secara sekaligus telah meratifikasi pula 
Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari 
Multilateral Trade Agreement. 
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Keikutsertaan Indonesia dalam GATT / WTO mempunyai 
konsekuensi yaitu Indonesia harus menyesuaikan diri dengan hasil 
kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia, 
tetapi sampai saat ini belum mempunyai ketentuan antidumping dalam 
bentuk undang-undang. Indonesia hanya menyisipkan ketentuan 
antidumping dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk 
Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan 
Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan 
Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan pelaksana berupa 
keputusan-keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 
Peraturan Pemerintah ini dianggap merupakan wujud konsekuensi 
logis pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dumping 
dalam rangka GATT. Namun secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan 
dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak mengatur substansinya 
secara detail. Peraturan Pemerintah tersebut lebih mengatur tentang 
prosedur. Padahal dalam Antidumping Code (1994) diatur sedemikian 
detail, walaupun ada poin-poin yang perlu disesuaikan dengan kondisi di 
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Indonesia. Masalah tersebut dapat dipahami karena antidumping di 
Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah. 
Ini dapat dilihat dalam PP No. 34 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (6), 
yang dimaksud dengan harga normal adalah harga yang sebenarnya 
dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada 
umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. 
Menurut Sukarmi, dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana 
kalau harga normal tidak didapatkan karena mungkin ada produsen dalam 
negeri yang mengkhususkan produk yang sejenis tersebut hanya dapat 
memenuhi pasar luar negeri atau untuk konsumsi ekspor, apakah ada 
penetapan pedoman harga yang lain yang dapat dijadikan sebagai 
pengganti harga normal.42 
Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (13) dikemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan kerugian adalah sebagai berikut : 
a. Kerugian materil yang telah terjadi terhadap Industri Dalam 
Negeri 
b. Ancaman terjadinya kerugian materil terhadap Industri Dalam 
Negeri, atau 
c. Terhalangnya pengembangan Industri Barang Sejenis di dalam 
negeri 
 Tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang ketiga hal ini dalam 
pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 
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dalam dunia usaha sehingga tidak dapat diketahui lebih jelas kapankah 
impor barang sejenis dianggap sebagai suatu ancaman bagi industri 
domestik yang berakibat terhalangnya pengembangan industri domestik 
dan hal lainnya.43 
Dalam praktek penanganan kasus dumping, KADI kurang merujuk 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan 
Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan 
Perdagangan, tetapi kepada ketentuan Article VI GATT dan Antidumping 
Code 1994. Hal ini membuat Indonesia tidak akan mengalami kesulitan 
dalam melakukan tuduhan ataupun membantu produsen dalam negeri 
dalam menghadapi tuduhan dari negara lain.  
Peraturan Pemerintah tersebut menjadi aturan pelaksana yang 
efektif bagi pelaksanaan persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk 
antidumping dan bea masuk imbalan bagi produk-produk dari luar negeri 
yang masuk dalam pasar dalam negeri, namun ditinjau dari segi ilmu 
perundang-undangan ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai 
pelaksanaan Article VI tidak sesuai ditinjau dari segi jenisnya.44 
Indonesia sendiri telah meratifikasi Agreement Establishing The 
WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dimana Antidumping 
Code 1994 merupakan lampiran atau bagian dari Agreement Establishing 
The WTO tersebut, bukan berarti Indonesia tidak perlu mempunyai 
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undang-undang antidumping karena ada hal-hal tertentu yang harus 
disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan bangsa Indonesia tanpa 
melanggar prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. 
Harus disadari bahwa keberadaan perangkat hukum nasional dalam 
mengantisipasi masalah dumping memang masih lemah, baik sebagai 
instrumen guna melakukan perlindungan produk dalam negeri dari praktik 
dumping oleh negara lain, maupun sebagai instrumen hukum guna 
menghadapi tuduhan dumping di luar negeri. Mengingat praktik dumping 
merupakan salah satu fenomena dalam perdagangan internasional yang 
penanganannya membutuhkan institusi dan penanganan khusus, kiranya 
dasar hukum antidumping tidak cukup diatur dalam undang-undang 
kepabeanan. 
Jika melihat konteks Undang Undang Kepabeanan. Kepabeanan 
sendiri secara hukum tidak selalu mempunyai karakteristik definitif usaha 
untuk melindungi persaingan usaha antara asing dengan lokal dari 
tindakan kecurangan bisnis. Padahal anti dumping yang diatur dalam 
WTO sendiri secara substantif dapat diartikan sebagai instrumen hukum 
untuk mencegah atau mengantisipasi barang dumping. 
Dengan menempatkan dasar hukum antidumping pada undang-
undang kepabeanan berarti instrumen antidumping berada di bawah 
lingkup kepabeanan. Dalam hal ini bisa saja diartikan bahwa kebijakan 
antidumping merupakan bagian dari kepabeanan atau antidumping 
menjadi subordinasi dari kepabeanan. Penetapan kebijakan antidumping 
45 
berbeda dengan ruang lingkup materi kepabeanan, maka jika undang-
undang kepabeanan dijadikan sebagai dasar hukum antidumping akan 
menimbulkan kerancuan bagi pelaku usaha, apabila ini menyangkut 
perdagangan antarbangsa. 
Oleh karena itu, perlu kiranya dibuat Undang Undang Antidumping 
guna lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen 
dalam negeri. Berikut alasan mengapa perlu dibuatnya Undang-undang 
tersendiri, antara lain45 
a. Semakin kompleksnya masalah perdagangan dan masalah 
dumping yang ternyata tidak hanya sebagai hambatan non tarif, 
tetapi lebih merupakan proteksi terselubung 
b. Sebagai pedoman bagi KADI dalam menjalankan tugasnya 
membantu produsen dalam negeri terhadap tuduhan dan 
menuduh bararng dari negara lain yang mengandung barang 
dumping ataupun subsidi 
c. Melihat keberhasilan dari negara-negara lain yang memiliki 
Undang Undang Antidumping secara tersendiri 
d. Bersifat lebih spesifik dan komprehensif. 
 Praktik dumping bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga 
diberbagai negara. Untuk menghadapi hal tersebut, negara-negara 
tersebut membuat berbagai regulasi. Adapun aturan-aturan yang dibuat 
oleh negara-negara tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Amerika Serikat 
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sudah sejak 
dulu mempunyai hukum nasional yang mengatur tentang antidumping. 
Dalam sejarah, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling 
sering menggunakan peraturan antidumping untuk kepentingan industri 
domestiknya. 
Peraturan dasar tentang antidumping di Amerika Serikat terdapat 
dalam Title 19 United States Code (US Code) Section 1673 sampai 
dengan Section 1677k. Peraturan ini merupakan penerus dari peraturan 
yang sama yang dikeluarkan pada tahun 1921 dan berlaku sampai 
dengan pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Title 1 of the 1979 
Law yang merupakan implementasi dari Antidumping Code (1979) yang 
dimana Amerika Serikat ikut sebagai pihak. Selain peraturan itu, Amerika 
Serikat juga memiliki beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan 
antidumping, misalnya Antidumping Act 1916 yang memungkinkan 
gugatan ganti rugi perdata terhadap pihak yang melakukan dumping dan 
Title 28 US Code yang mengatur mengenai masalah banding terhadap 
keputusan antidumping.46 
Undang-undang antidumping Amerika Serikat sifatnya agak 
kompleks, baik dilihat dari segi prosedur maupun substansinya. 
Kompleksnya undang-undang ini telah membuat proses penanganan 
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masalah antidumping di Amerika Serikat yang sifatnya khusus ini sangat 
mahal. 
Ketentuan antidumping Amerika Serikat mengatur bahwa apabila 
terjadi impor yang nilainya di bawah nilai normal (less than fair value) dan 
menyebabkan kerugian materiil, maka terhadap produk impor tersebut 
dapat dikenakan suatu dumping duty (bea masuk tambahan yang 
berfungsi untuk menghapuskan unsur dumping pada produk tersebut) 
yang besarnya sama dengan jumlah nilai di pasaran negara ketiga yang 
melebihi harga di Amerika Serikat.47 
Peraturan antidumping ini diadministrasikan oleh dua institusi yaitu 
Department of Commerce (Commerce) yang dipimpin oleh seorang 
kabinet dan United States International Trade (UTC) yang merupakan 
suatu badan pemerintah pusat (Federal) yang sifatnya independen yang 
anggotanya diangkat oleh Presiden, tetapi tidak berada di bawah 
pengawasan Presiden. Untuk mengimplementasikan peraturan 
antidumping dari peraturan perundangan diatas, kedua institusi tersebut 
mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Title 19 Code of Federal 
Regulation (CFR). Peraturan yang dikeluarkan oleh Commerce tercantum 
dalam Section 353 dan peraturan yang dikeluarkan oleh UTC dimuat 
dalam Section 207. Sedangkan penarikan bea masuk antidumping 
dilaksanakan oleh US Customs Service atas instruksi dari Commerce.48 
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Department of Commerce bertugas untuk meneliti dan menetapkan 
apakah ada dumping dan United States International Trade bertugas 
untuk meneliti dan menetapkan apakah telah terjadi suatu kerugian.49 
Untuk menentukan telah terjadinya dumping, Department of Commerce 
biasanya membandingkan tiap-tiap transaksi penjualan ekspor dengan 
rata-rata harga di pasaran internasional. Sementara itu, bea masuk akan 
dikenakan selalu didasarkan kepada besarnya margin dumping. Dalam 
hal ini Department of Commerce tidak berwenang untuk mengenakan bea 
masuk yang lebih rendah walaupun bea masuk tersebut telah cukup untuk 
menghilangkan kerugian yang diderita oleh industri domestik Amerika 
Serikat. 
Dalam menetapkan suatu kerugian, UTC harus mempertimbangkan 
volume impor (dan apakah ada harga yang dibuat rendah atau harga yang 
dihilangkan) dan dampak dari impor terhadap industri di Amerika Serikat. 
Untuk menganalisis dampak/pengaruh dari hal tersebut terhadap Industri 
di Amerika Serikat maka UTC akan mempertimbangkan hal-hal berikut.50 
(1) Penurunan nyata dan potensial dalam output, penjualan, market 
share, keuntungan produktivitas dan pengembalian investasi dan 
penggunaan kapasitas. 
(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik 
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(3) Akibat negatif secara nyata dan potensial cash flows, inventaris, 
tenaga kerja/buruh, upah, pertumbuhan, kemampuan untuk 
meningkatkan model dan investasi 
(4) Akibat negatif secara nyata dan potensial terhadap 
perkembangan yang ada dan usaha-usaha produksi dari industri 
dalam negeri 
Ketentuan anti dumping Amerika Serikat juga mengatur materi yang 
ditujukan untuk mencegah perusahaan-perusahaan yang mempunyai 
maksud untuk menghindar dari bea masuk antidumping (Anti 
Circumvention). Dimana undang-undang tersebut memperkenankan 
Department of Commerce untuk memperluas cakupan aturan anti 
dumping. Peraturan anti dumping Amerika Serikat juga mengatur tentang 
kemungkinan untuk menyelesaikan suatu kasus dengan membuat suatu 
perjanjian untuk tidak melakukan ekspor secara dumping atau merubah 
harga mereka sehingga menghilangkan kerugian Industri Amerika Serikat 
yang dikenal dengan Suspension Agreement. 
 
b. Masyarakat Eropa 
 Untuk melindungi produsen dalam negeri dari tindakan perdagangan 
curang yang dilakukan oleh produsen dari Negara di luar anggota 
masyarakat eropa, maka dikeluarkanlah undang-undang antidumping 
masyarakat eropa yaitu “Council Regulation No. 2423/1988” yang 
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kemudian dirubah dengan Council Regulation 384/1996 seiring dengan 
berlakunya Agreement WTO.51 
 Dalam sistem antidumping masyarakat Eropa, ada dua lembaga 
sentral yang mengadministrasikan peraturan antidumping. Kedua lembaga 
ini adalah European Council (“Council”) dan European Commission 
(“Commission”). Penerapan ketentuan antidumping masyarakat eropa 
melalui suatu mekanisme, dimana tuduhan dumping terhadap pihak 
eksportir akan dibuktikan oleh European Commision. Prosedur 
pembuktian terjadi tidaknya dumping dilakukan melalui ujian kuesioner 
dan penyelidikan dilakukan oleh European Commison pada sejumlah 
pihak terkait, termasuk produsen / eksportir di negaranya.52 
 Dalam Regulation 384/1996, membolehkan penggunaan ancaman 
terhadap kerugian material untuk memenuhi persyaratan kerugian. 
Peraturan ini menggunakan suatu clearly foreseeable and imminent 
standard. (Article 3 (9) Regulation 384/96). Dalam pembuatan penentuan 
ini, pihak yang berwenang disyaratkan untuk memperhitungkan faktor-
faktor berikut.53 
a. Telah terjadi peningkatan yang nyata (significant) atas impor 
barang dumping, baik secara absolut maupun relatif 
b. Harga dumping dari barang impor telah menyebabkan terjadinya 
price under cutting (penurunan harga) dari produk dalam negeri 
di pasar dalam negeri. 
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  Eksportir yang terbukti melakukan dumping dan mengakibatkan 
kerugian yang mengganggu kepentingan masyarakat, akan dikenakan 
bea masuk antidumping. Bea masuk ini dapat dikenakan lebih rendah 
daripada margin dumping dan apabila cukup untuk menghilangkan 
kerugian yang diderita produsen-produsen dalam negeri atau jika bea 
masuk yang diterapkan telah memenuhi kepentingan Masyarakat Eropa 
(industri atau untuk kepentingan konsumen). Lembaga yang berwenang 
menentukan sanksi terhadap eksportir yang terbukti melakukan praktik 
dumping adalah European Council, dalam hal ini oleh Council of 
Minister.54 
 
c. Australia 
 Awalnya undang-undang Federal Australia dalam bidang 
antidumping termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 
yaitu Custom Act 1901 (Terutama Section 42-45 dan Part XVB), Custom 
Tariff (Antidumping) Act 1975 dan Antidumping Authority Act 1988. Selain 
peraturan tersebut beberapa pengaturan tentang antidumping juga 
ditemukan dalam Custom Regulation. Dengan ditandatanganinya 
perjanjian WTO oleh Australia, maka pemerintah Australia melakukan 
penyesuaian dengan memberlakukan Custom Legislation Bill dan Custom 
Tariff (Antidumping) Bill.55 
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 Selanjutnya ada tiga lembaga dalam melakukan penyelidikan dan 
administrasi tentang dumping di Australia.56 
(1) Chief Executive Officer of Customs (CEOC) 
Mempunyai tugas untuk menerima petisi antidumping, 
menetapkan apakah suatu investigasi dapat dilakukan atas petisi 
tersebut dan membuat penemuan sementara (Preliminary 
Finding) sehubungan dengan petisi tersebut. Dalam 
melaksanakan tugasnya Chief Executive Officer of Customs 
dibantu oleh Australian Customs Service yang merupakan 
bagian dari Departement of Industry, Science and Technology. 
(2) Antidumping Authority (ADA) 
Apabila temuan sementara yang diperoleh Chief Executive 
Officer of Customs menunjukkan secara positif adanya indikasi 
dumping, maka temuan tersebut diserahkan kepada Antidumping 
Authority untuk dikaji ulang. Jika hasil pengkajian menunjukkan 
telah terjadi praktik dumping, maka Antidumping Authority akan 
merekomendasikan kepada Minister for Small Business, 
Customs and Construction, apakah suatu tindakan akan 
diterapkan atau tidak dan jenis tindakannya. 
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(3) Minister of Small Business and Customs 
Pengambil keputusan untuk menjatuhkan pembebanan bea 
definitif antidumping setelah diadakan pemeriksaan akhir oleh 
Antidumping Authority. 
 
B. Efektifitas Pencegahan Praktik Dumping yang Dilakukan Oleh 
Komite Anti Dumping Indonesia 
Komite Anti Dumping Indonesia merupakan lembaga pemerintah 
yang dibentuk Pemerintah Indonesia pada 4 Juni 1996 melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan 
Bea Masuk Imbalan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan 
upaya menanggulangi importasi barang dumping atau barang yang 
mengandung subsidi secara curang yang menimbulkan kerugian bagi 
industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. KADI merupakan 
satu-satunya instrument yang legal yang dapat dipakai untuk melindungi 
industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak fair yang 
masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. 
KADI merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan serta 
bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 
Dapat juga dikatakan bahwasanya KADI berada di bawah Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan. 
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Dalam menangani tugas administrasi dan teknis penanganan 
antidumping Komite Anti Dumping Indonesia dibantu oleh teknis unit kerja 
sekretariat yang terdiri dari berikut ini : 
1. Bidang pengaduan, bertugas : 
a. Melayani pengaduan / permohonan Industri Dalam Negeri 
untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang 
diduga sebagai barang dumping atau barang mengandung 
subsidi 
b. Mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam 
rangka penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai 
barang dumping atau barang mengandung subsidi 
c. Melakukan analisa terhadap bukti awal (prima facie evidence) 
yang menyangkut dumping, subsidi dan kerugian 
d. Melayani tawaran untuk melakukan tindakan penyesuaian 
e. Memonitor perkembangan sejak dari tahap permohonan / 
pengaduan untuk melakukan penyelidikan atas barang impor 
yang diduga sebagai barang dumping atau barang 
mengandung subsidi hingga tahap keputusan akhir, 
mengenai pengenaan bea masuk antidumping atau bea 
masuk imbalan 
f. Mengevaluasi dalam rangka peninjauan kembali pengenaan 
bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan 
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2. Bidang Penyelidikan Dumping dan Subsidi, bertugas : 
a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas 
penyelidikan barang impor yang diduga sebagai barang 
dumping atau barang mengandung subsidi, baik atas 
prakarsa sendiri maupun atas permohonan industri dalam 
negeri. 
b. Melakukan penyelidikan dalam rangka mendapatkan bukti-
bukti adanya dumping atau subsidi 
c. Mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh untuk penetapan 
besarnya margin dumping atau subsidi neto baik sementara 
maupun final 
d. Mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan tindakan 
penyesuaian 
e. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
dengar pendapat (hearing) 
3. Bidang pengkajian, bertugas : 
a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas 
penyelidikan kerugian industri dalam negeri yang disebabkan 
oleh adanya barang impor yang diduga sebagai barang 
dumping atau barang mengandung subsidi. 
b. Melakukan analisa dan penelitian serta menetapkan 
besarnya kerugian yang diderita industri dalam negeri 
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c. Melakukan analisa atas hasil verifikasi yang menyangkut 
dumping, subsidi dan kerugian 
d. Mengumpulkan usulan-usulan dan menyimpulkan hasil kajian 
dari bidang-bidang lain untuk diajukan kepada ketua komite 
e. Mengusulkan langkah-langkah penanggulangan importasi 
barang yang diduga sebagai barang dumping atau barang 
mengandung subsidi kepada ketua komite 
f. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
dengar pendapat (hearing) 
4. Bidang Hukum, bertugas : 
a. Melakukan analisa hukum atas hasil verifikasi yang 
menyangkut dumping, subsidi dan kerugian 
b. Melakukan pengkajian dan penyusunan peraturan mengenai 
penanganan dumping dan subsidi dalam kaitan dengan 
peraturan yang ditetapkan oleh Perjanjian Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) 
c. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan 
administrative atas ketentuan yang berkaitan dengan 
dumping atau subsidi 
d. Menyiapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 
penanganan dumping atau subsidi 
e. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
dengar pendapat (hearing) 
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5. Bidang Umum, bertugas : 
a. Melaksanakan tugas secretariat, organisasi, tata laksana dan 
rumah tangga komite 
b. Mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang dalam lingkup 
komite 
c. Mengelola administrasi keputusan yang berkaitan dengan 
tindakan sementara, tindakan penyesuaian, penetapan bea 
masuk antidumping atau penetapan bea masuk imbalan 
d. Menyiapkan bahan-bahan keputusan komite yang perlu 
diumumkan kepada publik dalam kaitan dengan penyelidikan 
Tahapan dan prosedur penyelidikan yang dilakukan Komite Anti 
Dumping Indonesia sebagai lembaga teknis yang mengawasi adanya 
praktik dumping dan atau subsidi (countervailing) adalah sebagai berikut : 
1. Permohonan industri dalam negeri disampaikan kepada KADI 
Produsen dalam negeri barang sejenis dan/atau asosiasi 
produsen dalam negeri barang sejenis yang mewakili industri 
dalam negeri dapat mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada KADI untuk melakukan penyelidikan dalam rangka 
pengenaan tindakan antidumping atas barang impor yang diduga 
sebagai barang dumping yang menyebabkan kerugian. 
Permohonan tersebut harus memuat bukti awal dan didukung 
dengan dokumen lengkap mengenai adanya barang dumping, 
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kerugian dan hubungan sebab akibat antara barang dumping 
dan kerugian yang dialami oleh pemohon 
2. Komite Anti Dumping Indonesia meneliti apakah permohonan 
sudah lengkap. 
Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 
tanggal permohonan diterima secara lengkap, KADI melakukan 
kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang 
disampaikan dalam permohonan. Kemudian KADI memberikan 
keputusan untuk menolak atau menerima dan menetapkan 
dimulainya penyelidikan 
3. Pre-notifikasi 
Penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan antidumping 
dimulai pada saat diumumkan kepada publik melalu media 
massa nasional. KADI juga memberitahukan dimulainya 
penyelidikan kepada eksportir dan/atau eksportir produsen 
secara langsung atau melalui pemerintah negara pengekspor, 
perwakilan negara Republik Indonesia di negara pengekspor, 
importir, dan pemohon.  
4. Komite Anti Dumping Indonesia mengirim kuesioner untuk diisi 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Industri Dalam Negeri, 
eksportir/produsen asing yang dituduh, importir). 
Pihak tersebut harus menyampaikan penjelasan secara tertulis 
kepada KADI disertai dengan bukti pendukung dalam jangka 
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waktu paling lambat 40 hari kalender terhitung sejak tanggal 
surat permintaan penjelasan. Dan pihak tersebut dapat meminta 
tambahan waktu kepada KADI paling lama 30 hari kalender. 
5. Sesudah jawab kuesioner diterima oleh Komite Antidumping 
Indonesia, maka dilakukan analisa atas jawaban tersebut untuk 
mencari bukti apakah terdapat harga impor dumping/subsidi dan 
kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri. Apabila KADI 
merasa bukti belum dapat diperoleh dari jawaban kuesioner atau 
jawaban kuesioner diragukan kebenarannya maka KADI 
melakukan verifikasi di lokasi Industri Dalam Negeri / eksportir / 
produsen asing yang dituduh dumping. 
6. Apabila dalam masa penyelidikan, KADI menemukan bukti 
permulaan yang cukup mengenai adanya barang dumping yang 
menyebabkan kerugian, KADI dapat menyampaikan laporan 
sementara hasil penyelidikan dan merekomendasikan kepada 
Menteri Perdagangan untuk mengenakan tindakan sementara. 
Dalam jangku waktu paling lambat 45 hari kerja terhitung sejak 
tanggal rekomendasi KADI, Menteri Perdagangan memutuskan 
untuk menerima atau menolak rekomendasi KADI. Apabila 
menteri perdagangan menerima rekomendasi KADI, dalam 
jangka waktu tersebut Menteri Perdagangan menyampaikan 
surat kepada menteri keuangan mengenai keputusan besarnya 
pengenaan bea masuk antidumping sementara yang jumlahnya 
60 
paling tinggi sama dengan marjin dumpin dan jangka waktu 
pengenaan bea masuk antidumping sementara. Dalam jangka 
waktu 30 hari sejak diterimanya surat dari Menteri Perdagangan, 
Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu 
pengenaan bea masuk antidumping sementara sesuai dengan 
keputusan menteri perdagangan.   
7. Komite Anti Dumping Indonesia melakukan dengar pendapat 
untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
melakukan pembelaan. 
8. Penyelidikan ini dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung 
sejak tanggal penyelidikan dimulai dan dalam keadaan tertentu 
dapat diperpanjang menjadi paling lama 18 bulan. Apabila dalam 
masa penyelidikan tidak ditemukan adanya bukti barang 
dumping yang menyebabkan kerugian, KADI segera 
menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri 
Perdagangan. 
9. Komite Anti Dumping Indonesia mengeluarkan laporan hasil 
penyelidikan dan rekomendasi 
Komite Anti Dumping Indonesia menyampaikan laporan akhir 
hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan dalam jangka 
waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 
penyelidikan terakhir. Dalam laporan akhir hasil penyelidikan 
terbukti adanya Barang Dumping yang menyebabkan kerugian, 
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KADI menyampaikan besarnya marjin dumping dan 
merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan mengenai 
pengenaan Bea Masuk Antidumping. 
Dalam rangka pengenaan bea masuk antidumping, Menteri 
Perdagangan memutuskan menerima atau menolak 
rekomendasi KADI dalam jangka waktu 45 hari kerja terhitung 
sejak tanggal rekomendasi KADI. Apabila menteri perdagangan 
menerima rekomendasi KADI, dalam jangku waktu itu pula 
Menteri Perdagangan menyampaikan surat kepada Menteri 
Keuangan mengenai keputusan : besarnya pengenaan & jangka 
waktu pengenaan bea masuk antidumping. 
Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu 
pengenaan bea masuk antidumping sesuai dengan keputusan 
menteri perdagangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari 
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat dari menteri 
perdagangan. Namun, apabila margin dumping nilainya kurang 
dari 2% maka tidak diperhtiungkan. 
Pengenaan bea masuk antidumping berlaku paling lama 5 tahun 
terhitung sejak tanggal pengenaan. Dalam hal tindakan 
sementara sudah dilakukan, maka pengenaan bea masuk 
antidumping dapat diberlakukan surut terhitung sejak tanggal 
pengenaan bea masuk antidumping sementara. 
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10. Peninjauan Kembali 
Peninjauan kembali terdiri dari : 
a. Interim Review, dalam hal perlu dikaji mengenai 
kemungkinan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau 
kerugian akan berulang jika pengenaan bea masuk 
dihentikan. Interim Review hanya dapat diajukan paling cepat 
12 bulan setelah berlakunya penetapan bea masuk 
antidumping oleh menteri keuangan. Penyelidikan interim 
review dilakukan selama 12 bulan.  Apabila hasil penyelidikan 
interim review membuktikan bahwa kerugian tidak berlanjut 
dan/atau kerugian tidak berulang kembali, KADI 
merekomendasikan kepada menteri perdagangan untuk 
menghentikan pengenaan bea masuk antidumping 
b. Sunset Review, dalam hal pengenaan bea masuk 
antidumping akan berakhir. Sunset Review hanya dapat 
diajukan paling lambat 15 bulan sebelum berakhirnya 
pengenaan bea masuk antidumping. KADI melakukan 
penyelidikan sunset review mengenai kemungkinan dumping 
dan kerugian masih tetap berlanjut atau akan berulang 
kembali jika pengenaan bea masuk antidumping dihentikan. 
Penyelidikan sunset review ini dilakukan selama 12 bulan. 
Apabila hasil penyelidikan membuktikan bahwa kerugian 
masih tetap berlanjut dan/atau kerugian berulang kembali, 
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KADI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan 
untuk memperpanjang pengenaan bea masuk antidumping 
dengan disertai perubahan besaran pengenaan bea masuk 
antidumping atau tidak disertai perubahan besaran 
pengenaan bea masuk antidumping 
Kalau dibandingkan dengan pengaturan antidumping beberapa 
negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Australia bahwa keterlibatan 
instansi pemerintah itu memang ada, dan ini dapat dipahami bahwa 
penetapan bea masuk antidumping termasuk kebijakan publik yang 
berdampak terhadap lalu lintas perdagangan internasional. Namun untuk 
Indonesia, perlu kiranya prosedur dan tahapan proses penyelidikan 
antidumping untuk disederhanakan sehingga penyelenggaraan dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien.57 
Sejak Komite Anti Dumping Indonesia dibentuk pada tahun 1996 
sampai dengan Oktober 2013, sudah ditangani 47 (empat puluh tujuh) 
kasus yang terdiri dari berbagai komoditi produk dengan rincian sebagai 
berikut : 
a. 25 (dua puluh lima) komoditi dikenakan Bea Masuk Anti 
Dumping (BMAD) 
b. 16 (enam belas) komoditi ditutup penyelidikannya karena tidak 
memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan atau 
                                                           
57Yuliantu Syahyu, Op.cit, Hal. 101 
64 
berdasarkan permintaan Pemohon karena ada pertimbangan 
sesuatu hal 
c. 1 (satu) komoditi tidak selesai diselidiki dan masih dalam proses 
untuk dikenakan BMAD di Kementerian Keuangan 
d. 5 (lima) komoditi sedang dalam proses penyelidikan 
Rincian komoditi dan asal Negara yang dituduh dapat dilihat dalam 
daftar perkembangan penanganan kasus Komite Anti Dumping Indonesia 
dari tahun 1996-2013  berikut. 
1. Produk yang dikenakan BMAD 
NO. PRODUK NEGARA ASAL BMAD (%) 
1 Hot Rolled Coil 
(canai panas tidak 
dibalut / disepuh / 
dilapisi) 
1. RRC 
2. Ukraina 
3. Federasi 
Rusia 
4. India 
1. RRC : 30 
2. Ukraina : 18-42 
3. Rusia : 19-39 
4. BMAD untuk 
India dicabut 
2 Wire Rod (batang 
dan batang kecil 
dicanai panas) 
1. India 
2. Turki 
1. India : 23 
2. Turki : 9-13 
 
3 Ampicillin & 
Amoxycillin 
(antibiotik) 
India India : 14 
4 Tin Plate (canai 
lantaian yang 
disepuh / dibaluti / 
dilapisi) 
1. Jepang 
2. Republik 
Korea 
3. Taiwan 
4. Australia 
1. Jepang : 68 
2. Korea : 4-6,5 
3. Taiwan : 41 
4. Australia : 16,8 
5 H Beam & I Beam 
(besi baja bentuk H 
dan I) 
1. Russia 
2. Polandia 
1. Rusia : 62 
2. Polandia : 8,2 
6 Ferro Mangan & 
Silicon Mangan 
(besi mangan 
karbon & besi 
mangan silicon) 
RRC RRC : 28 
 
7 Sorbitol (d-glusitiol) Uni Eropa Uni Eropa : 153 
8 Calcium Carbide 
(karbida) 
1. RRC 
2. Malaysia 
1. RRC : 24 
2. Malaysia : 4 
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9 Carbon Black 
(karbon atau jelaga 
karbon) 
1. India 
2. Republik 
Korea 
3. Thailand 
1. India : 11 
2. Korea : 7-10 
3. Thailand : 17 
10 Uncoated Writing & 
Printing Paper 
(kertas dan kertas 
karton hias) 
1. Finlandia 
2. Republik 
Korea 
3. India 
4. Malaysia 
1. Finlandia : 22,44 
– 60,4 
2. Korea : 59,64 
3. India : 6,19 – 
40,13 
4. Malaysia : 6,20 – 
24,33 
11 Paracetamol (amida 
dari asam karbonat) 
1. RRC 
2. Amerika 
Serikat 
1. RRC : 0 – 18,62 
2. Amerika Serikat : 
18,23 
12 Wheat Flour 
(tepung terigu) 
1. RRC 
2. India 
1. RRC : 0 – 9,5 
2. India : 11,44 
13 Wheat Flour 
(tepung terigu) 
Uni Emirat Arab UEA : 14,85 
14 Cavendish Bananas 
(pisang) 
Filipina Filipina : 49,35 
15 Hot Rolled Coil 
(canai panas tidak 
dibalut / disepuh / 
dilapisi) 
1. RRC 
2. India 
3. Rusia 
4. Taiwan 
5. Thailand 
1. RRC : 0 – 42,58 
2. India : 12,95 – 
56,51 
3. Rusia : 5,58 – 
49,47 
4. Taiwan : 0 – 
37,02 
5. Thailand : 7,52 – 
27,44 
16 Bi-Axially Oriented 
Polypropylene Film 
(lembaran film / 
plastik untuk 
kemas) 
Thailand Thailand : 10 – 15 
17 Alumunium 
Mealdish (wadah 
makanan dari 
alumunium) 
Malaysia Malaysia : 27 
18 Polyester Staple 
Fiber (serat staple 
sintetik dari 
polyester) 
1. RRC 
2. India 
3. Taiwan 
1. RRC : 0 – 11,94 
2. India : 5,82 – 
16,67 
3. Taiwan : 28,47 
19 H & I Section (besi 
baja bentuk H & I) 
RRC RRC : 6,63 – 11,93 
20 HRC (canai panas 
tidak dibalut / 
1. Republik 
Korea 
1. Republik Korea : 
3,8 
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disepuh / dilapisi) 2. Malaysia 2. Malaysia : 48,4 
21 Review Uncoated 
Writing & Printing 
Paper (kertas tulis 
dan kertas cetak 
tidak berlapisan) 
1. Finlandia 
2. Republik 
Korea 
3. India 
4. Malaysia 
Republik Korea : 25 
22 Pisang Cavendish Filipina Filipina : 35 
23 Tableware Ceramic 
(Keramik alat 
makan, minum dan 
peralatan rumah 
tangga) 
RRT RRT : 87 
24 Hot Rolled Plate 
(produk canai 
lantaian dari besi 
atau baja) 
1. RRC 
2. Singapura 
3. Ukraina 
1. RRC : 10,47 
2. Singapura : 
12,33 
3. Ukraina : 12,50 
25 Cold Rolled Coil / 
Sheet (baja 
lembaran canai 
dingin) 
1. RRT 
2. Taiwan 
3. Korea 
4. Jepang 
5. Vietnam 
1. RRT : 13,6 – 
43,5 
2. Taiwan : 5,9 – 
20,6 
3. Korea : 10,1 – 11 
4. Jepang : 18,6 – 
55,6 
5. Vietnam : 12,3 – 
27,8 
Sumber : Data sekunder diperoleh dari Komite Anti Dumping 
Indonesia tahun 2013 
 
2. Penyelidikan Antidumping yang dihentikan 
NO. PRODUK NEGARA ASAL KETERANGAN 
1 Polyester Staple 
Fiber 
Taiwan Tidak ditemukan 
causal link antara 
dumping dan injury 
2 Polyester Staple 
Fiber 
Rep. Korea Tidak ditemukan 
causal link antara 
dumping dan injury 
3 Carbon Black 1. India 
2. Thailand 
Tidak ditemukan 
injury 
4 Newsprint White 1. Kanada 
2. Prancis 
3. USA 
Atas permintaan 
pemohon 
5 Pipa baja yang dilas 
(Welded Pipe) 
1. Jepang 
2. Rep. Korea 
3. RRC 
4. Singapura 
Ditemukan bukti 
bahwa pemohon 
telah melakukan 
impor barang 
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dumping yang 
mengakibatkan tidak 
dipenuhinya 
persyaratan jumlah 
minimal total 
produksi 
6 Ferro Mangan & 
Silicon Mangan 
1. India 
2. Rep. Korea 
3. Singapura 
Atas permintaan 
pemohon 
7 Sunset Review HRC 
/ P 
1. India 
2. Rusia 
3. RRC 
4. Ukraina 
Tidak ditemukan 
kerugian 
8 Wheat Flour 1. Australia 
2. Uni Emirat 
Arab 
3. Uni Eropa 
Atas permintaan 
pemohon 
9 Pipa Baja 
Longitudinal 
submerge arc 
welded 
Jepang Tidak ditemukan 
causal link antara 
dumping dan injury 
10 Phthalic Anhydride 1. India 
2. Jepang 
3. Rep. Korea 
Pabrik pemohon 
tidak beroperasi lagi 
(tutup) 
11 Coated Writing & 
Printing Paper 
1. Finlandia 
2. Rep. Korea 
Tidak ditemukan 
causal link antara 
dumping dan injury 
12 Polyester Staple 
Fiber 
1. Rep. Korea 
2. Taiwan 
3. Thailand 
Tidak ditemukan 
causal link antara 
dumping dan injury 
13 Ampicillin dan 
Amoxicillin 
Trihydrate 
India Pabrik pemohon 
tidak beroperasi lagi 
(tutup) 
14 Sodium 
Tripolyphospate 
(STTP) 
RRC Tidak ditemukan 
causal link antara 
dumping dan injury 
15 Hot Rolled Plate 
(produk canai 
lantaian dari besi 
atau baja) 
1. RRC 
2. Taiwan 
3. Malaysia 
Tidak ditemukan 
injury 
16 Wheat Flour 
(Tepung Terigu) 
1. Australia 
2. Sri Lanka 
3. Turki 
Pemohon menarik 
permohonannya 
Sumber : Data sekunder diperoleh dari Komite Anti Dumping 
Indonesia tahun 2013 
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3. Permohonan Penyelidikan Antidumping yang Masih Dalam 
Proses 
NO. PRODUK TANGGAL 
INISIASI 
NEGARA ASAL 
1 Review Hot Rolled 
Coil (canai panas 
tidak dibalut / 
disepuh / dilapisi) 
4 April 2012 1. RRC 
2. India 
3. Rusia 
4. Taiwan 
5. Thailand 
2 Baja Lembaran 
Lapis Timah (Tin 
Plate) 
25 Juni 2012 1. Rep. Korea 
2. RRC 
3. Taiwan 
3 Polyethylene 
Terephthalate 
29 Juni 2012 1. Rep. Korea 
2. RRC 
3. Taiwan 
4. Singapura 
4 Spin Draw Yarn 31 Juli 2013 1. RRC 
2. Malaysia 
3. Rep. Korea 
4. Taiwan 
5 Draw Textured Yarn 2 Agustus 2013 1. RRC 
2. Malaysia 
3. Taiwan 
4. India 
5. Thailand 
6 Partially Oeriented 
Yarn 
2 Agustus 2013 1. Malaysia 
2. Thailand 
3. RRC 
4. Rep. Korea 
Sumber : Data sekunder diperoleh dari Komite Anti Dumping 
Indonesia tahun 2013 
 
Menurut Binsar Nababan, yang menjadi kendala bagi Komite Anti 
Dumping Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki 
barang impor yang diduga dumping adalah sebagai berikut58 : 
1. Masih terbatasnya Industri Dalam Negeri yang mengetahui 
bahwa ada instrumen pengamanan pasar dalam negeri yang 
                                                           
58Wawancara tanggal 24 Oktober 2013 dengan Binsar Nababan selaku Staf 
Investigator Senior Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 
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dapat digunakan oleh industri dalam negeri untuk memberikan 
perlindungan dari perdagangan yang tidak fair, yaitu praktek 
dumping, subsidi, sehingga pengajuan permohonan penyelidikan 
anti dumping masih terbatas 
2. Dalam pengajuan permohonan penyelidikan anti dumping, 
Industri Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat menyediakan 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk dilakukan 
penyelidikan sehingga adakalanya pengajuan permohonan 
penyelidikan anti dumping tidak memenuhi persyaratan untuk 
proses lebih lanjut atau proses penyelidikan terhambat karena 
informasi yang diperlukan lambat diperoleh. 
3. Belum terdeteksi komoditi-komoditi impor yang laju 
pertumbuhannya cukup tinggi dan diduga dumping  yang 
mengakibatkan industri dalam negeri produsen produk sejenis 
mengalami kerugian. 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 PP No. 34 Tahun 
2011 dan Article 5.6 Agreement on Anti Dumping. Komite Anti Dumping 
Indonesia dapat memulai penyelidikan tanpa permohonan. Namun hal ini 
masih sangat sulit dilakukan karena kondisi kerugian yang dialami oleh 
Industri Dalam Negeri yang diakibatkan oleh impor barang dumping tidak 
dapat diketahui oleh Komite Anti Dumping Indonesia, karena informasi ini 
adalah rahasia perusahaan, untuk itu Komite Anti Dumping Indonesia 
dapat melakukan penyelidikan tanpa permohonan apabila Industri Dalam 
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Negeri bersedia memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh 
Komite Anti Dumping Indonesia untuk penyelidikan anti dumping secara 
rinci, sehingga proses penyelidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Melihat fakta-fakta yang menghambat KADI dalam melaksanakan 
tugasnya untuk memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri, 
dapat dilihat belum siapnya pengusaha Indonesia menggunakan 
perangkat hukum antidumping sebagai sarana perlindungan usaha 
mereka, hal ini dapat dilihat dari perilaku bisnis mereka dalam 
memperhitungkan dan menyikapi norma dan kaedah hukum antidumping 
dalam praktik dumping. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat 
para pelaku usaha ini seharusnya mendapatkan perlindungan dari KADI, 
akan tetapi mereka sendiri tidak memahami dan tidak mengerti tentang 
fasilitas yang disediakan KADI terkait perlindungan hukum bagi usaha 
mereka. 
Berdasarkan wawancara dengan Binsar Nababan, langkah-langkah 
yang diambil Komite Anti Dumping Indonesia untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut adalah sebagai berikut59. 
1. Mengadakan sosialisasi tentang pokok-pokok ketentuan 
pengenaan tindakan anti dumping dan tata cara pengajuan 
permohonan penyelidikan tindakan anti dumping, di beberapa 
daerah sumber-sumber produksi yang terkait dengan produk-
produk impor yang diduga melakukan praktek dumping, 
                                                           
59Wawancara tanggal 24 Oktober 2013 dengan Binsar Nababan selaku Staf 
Investigator Senior Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 
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sehingga Industri Dalam Negeri dapat memanfaatkan instrument 
tersebut dan mengajukan permohonan penyelidikan anti 
dumping bila merasa dirugikan akibat impor barang dumping 
2. Mengadakan advokasi kepada industri dalam negeri untuk 
mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping untuk 
mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping, membantu 
untuk menyusun permohonan penyelidikan dan membantu untuk 
mempersiapkan dan menyiadakan informasi-informasi yang 
dibutuhkan dalam proses penyelidikan 
3. Melakukan deteksi dini terhadap statistik impor Indonesia untuk 
mengetahui produk-produk apa saja yang data statistik impronya 
meningkat secara signifikan. Kemudian berdasarkan data produk 
yang diperoleh dilakukan komunikasi dengan Industri Dalam 
Negeri di sentra-sentra produksi barang sejenis untuk 
memperoleh tanggapan. Berdasarkan informasi yang diperoleh 
dapat diketahui produk-produk impor apa saja yang dapat 
mengakibatkan / mengganggu Industri Dalam Negeri, sehingga 
perlu diambil suatu tindakan penyelidikan antidumping. 
Dalam hal ini, Komite Anti Dumping Indonesia sudah melakukan 
tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun 
ini masih kurang efektif karena (1) adanya beberapa lembaga pelaksana 
administrasi hukum antidumping dengan tahapan-tahapan yang harus 
dijalani dalam proses penyelidikan praktik dumping hingga penetapan dan 
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pemungutan biaya bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan, dan 
dalam praktiknya tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang 
diusulkan kepada Menteri Perdagangan tersebut ditindaklanjuti, bahkan 
membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada Menteri 
Keuangan untuk kemudian ditetapkan besarnya bea masuk antidumping 
atau bea masuk imbalan. (2) Masih kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman para pelaku usaha di Indonesia mengenai ketentuan 
antidumping. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja KADI dalam 
memberikan perlindungan hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dalam menanggulangi dumping, Indonesia sampai saat ini belum 
mempunyai ketentuan antidumping dalam bentuk undang undang 
tersendiri. Instrumen hukum yang digunakan dalam menanggulangi 
praktik dumping di Indonesia, berupa Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dirubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk 
Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan 
Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan 
Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan pelaksana berupa 
keputusan-keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 
2. Komite Anti Dumping Indonesia sudah melakukan tugasnya 
dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun 
masih kurang efektif karena; (a) adanya beberapa lembaga 
pelaksana administrasi hukum antidumping dengan tahapan-
tahapan yang harus dijalani dalam proses penyelidikan praktik 
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dumping hingga penetapan dan pemungutan biaya bea masuk 
antidumping atau bea masuk imbalan, dan dalam praktiknya tidak 
semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada 
Menteri Perdagangan tersebut ditindaklanjuti, bahkan 
membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada Menteri 
Keuangan untuk kemudian ditetapkan besarnya bea masuk 
antidumping atau bea masuk imbalan. (b) Masih kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia 
mengenai ketentuan antidumping. Hal ini sangat mempengaruhi 
kinerja KADI dalam memberikan perlindungan hukum. 
 
B. Saran 
1. Perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang anti dumping dalam 
bentuk undang-undang tersendiri, karena keberadaan perangkat 
hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping saat ini 
masih lemah, baik sebagai instrumen guna melindungi produk 
dalam negeri dari praktik dumping, maupun sebagai instrumen 
hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri. Undang-
Undang tersebut hendaknya memperhatikan substansi yang 
termuat dalam Antidumping Code (1994) serta tetap menyesuaikan 
dengan kondisi dan kepentingan bangsa secara menyeluruh 
2. Sebaiknya KADI merupakan lembaga independen, tetapi jika harus 
berada di bawah koordinasi instansi pemerintah, maka sebaiknya 
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KADI adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dan 
melaporkan hasil temuannya kepada Menteri Keuangan. Hal ini 
disebabkan penetapan bea masuk antidumping sebagai sanksi 
atas praktik dumping yang terjadi dipungut dan dikelola oleh 
negera. Dalam hal ini Departemen Keuangan dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Dengan menempatkan KADI dibawah 
koordinasi Departemen Keuangan maka akan dapat 
mempersingkat rantai birokrasi. Dengan demikian, pelaksaan teknis 
dan administrasi hukum antidumping dapat terlaksana secara 
efektif dan efisien.  
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